SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan mengenai
jalur pendaftaran dan persentase daya tampung setiap
jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah
Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor
13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah
Pertama Negeri di Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



Menetapkan :

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

S. Keputusan = Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri
di Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah

Pertama Negeri di Kota Batu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 8

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah 50% (lima puluh
perseratus) dari daya tampung sekolah.

Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah 15% (lima belas
perseratus) dari daya tampung sekolah.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf c adalah 5% (lima perseratus) dari daya
tampung sekolah.

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah 30% (tiga puluh
perseratus) dari daya tampung sekolah.

Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah
mengembalikan sisa kuota ke jalur zonasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf a.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 17

Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf b dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a.

b.

prestasi di bidang akademik adalah 20% (dua
puluh perseratus); dan

prestasi di bidang nonakademik adalah 10%
(sepuluh perseratus).
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Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota  ini
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2024 NOMOR 8/E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu

Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk.1
NIP. 19761005 200003 2 001

dengan
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